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Abstrak
 

Tulisan ini berfokus pada analisis mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri

pasangan dalam Putusan No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn dengan mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 yang

diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan). Adapun metode penulisan yang digunakan adalah

doktrinal dengan studi kepustakaan. Salah sangka terhadap diri pasangan didefinisikan ahli hukum dan para

hakim terdahulu sebagai suatu penipuan identitas yang disengaja mengenai dirinya karena tidak terdapat

pengaturan mendetail yang mendefinisikan salah sangka di dalam UU Perkawinan. Selaras dengan hal

tersebut, Putusan No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn mengandung pokok perkara mengenai salah sangka

mengenai diri istri yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon menilai bahwa terdapat kebohongan mengenai

latar belakang profesi, pendidikan, domisili, serta sikap Termohon yang tidak sesuai dengan sangkaannya

sebelum perkawinan. Hakim dalam perkara mengabulkan permohonan Pemohon selaku suami secara

seluruhnya dengan mempertimbangkan adanya kebohongan mengenai identitas diri istri selaku Termohon.

Penulis menilai bahwa No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn telah sesuai dengan UU Perkawinan, tetapi tidak

menyetujui pertimbangan hakim yang menafsirkan sikap pemarah Termohon dan percekcokan setelahnya

sebagai suatu salah sangka, karena tidak relevan dengan penipuan identitas yang dilakukan Termohon dan

merupakan sebab akibat dengan hak nafkah Termohon yang tertahan. Dalam menghadapi kekosongan

hukum terkait salah sangka, hakim juga tidak mengakomodasi hukum agama Kristen yang dianut Pemohon

dan Termohon serta memberi pertimbangan yang kurang cermat yang tidak didasarkan pada pengaturan

selain UU Perkawinan. Penulis menilai bahwa hakim kurang mencerminkan penguasaan hukum.

Dibutuhkan pula pengaturan yang spesifik mengenai definisi dan kategorisasi salah sangka untuk

menciptakan kepastian hukum.

......This paper analyzes marriage annulment due to false presumption towards the spouse in District Court

Decision No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn with reference to Law No. 1 of 1974 which was amended by Law

No. 16 of 2019 (Marriage Law). The writing method used is doctrinal method with literature study. False

presumptions as the basis of marriage annulment has been defined by legal experts and previous judges as

deliberate identity fraud regarding oneself due to unavailable provisions in defining false presumptions in

the Marriage Law. In accordance with this, District Court Decision No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn contains

the subject of the case regarding false presumptions submitted by the husband as Petitioner. The Petitioner

considered that there were lies regarding the Respondent's professional background, education, domicile,

and attitude which did not match Petitioner presumptions before the marriage. The judge granted the
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Petitioner's petition in its entirety taking into account the lies regarding the wife's identity as the Respondent.

The author considers that No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn was in accordance with the Marriage Law, but

disagree with the judge's consideration which interpreted the Respondent's temperament and subsequent

quarrel as a false presumptions, owing to the fact that it was irrelevant to the identity fraud committed by the

Respondent and was a causality of the Respondent's livelihood being withheld. In facing the legal vacuum

related to false presumptions, the judge also did not accommodate the Christian religious law adhered to by

the Petitioner along with Respondent and gave inaccurate considerations that were not based on regulations

other than the Marriage Law. In addition, the author considers that judges do not reflect their mastery of the

law. Specific regulations are also needed regarding the definition and categorizations of false presumptions

to contribute and construct legal certainty.


